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PUTUSAN
Nomor 399/Pdt.G/2024/PA. TR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Berau, 26 Juni 1996,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan lbu rumah tangga,
tempat kediaman di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau,
Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Berau, 11 September
1995, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Prangkat
Desa Eka sapta, bertempat tinggal di Kecamatan Talisayan
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimanatn Timur, Provinsi
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli
2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 399/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 5
Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah,
menikah pada tanggal 25 Juli 2016, terdaftar pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, dengan Kutipan/Duplikat Akta
Nikah Nomor:0061/010/VI11/2016 tanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan
bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Jalan Madura RT. 03 ,
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Kampung Eka sapta , Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi
Kalimantan Timur, selama 08 tahun ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
2 (dua) orang anak bernama;

a. Zayn Maulana Malik bin Abdul Malik, lahir di Berau tanggal 29

April 2017.

b. Rizka Citra Hidayah binti Abdul Malik, lahir di Berau, tanggal 06

Februari 2024;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 antara
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengakarang terjadi dikarenakan
Tergugat berslingkuh dengan perempuan lain yang bernama Desi Winarsih;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024, yang akibatnya Penggugat dan
Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat
masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap
tidak berubabh;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama
Tergugat, oleh karena itu  Penggugat mengajukan masalah ini ke
Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tanjung Redeb cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat
(XXXXXX) ;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang
berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang
lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita
Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat
agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat
namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan
maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak
dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa :

o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6403025706970001

atas nama Sarwati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 27 September 2017, telah

dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);

o Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Malik Nomor

6403021210160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 7 Maret 2024, telah dinazegelen

dan cocok dengan aslinya (P.2);
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o Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0061/010/VI11/2016 tanggal
25 Juli 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten
Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan
aslinya (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah
mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut
agama Islam, yaitu :

1. XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Berau, pada
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Madura RT. 03 , Kampung

Eka sapta , Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau dan dari pernikahan

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui sejak akhir tahun 2023 rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga

Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berslingkuh dengan

perempuan lain yang bernama Desi Winarsih;

- Bahwa saksi pernah menggrebek Tergugat di penginapan di

Tanjung Redeb bersama perempuan itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6

(enam) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun

kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
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2. XXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau,
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Madura RT. 03 , Kampung

Eka sapta , Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau dan dari pernikahan

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2023 rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat melihat Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab masalah rumah tangga

Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan

kekasih dengan perempuan lain yang bernama Desi Winarsih;

- Bahwa Tergugat pernah digrebek di penginapan daerah Tanjung

Redeb bersama perempuan itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6

(enam) bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman

bersama;

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun

kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan
dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil
gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan
menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di
antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat
yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb,
maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang
Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1)
huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat
dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,
sebagaimana bukti P.3 yang merupakan akta otentik, dengan demikian
Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82
ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31
ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat
(1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan,
meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa
tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten
Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran
Tergugat (Verstek);
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Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan
dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Februari 2024, Penggugat dan
Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
dikarenakan Tergugat berslingkuh dengan perempuan lain yang bernama Desi
Winarsih. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, Penggugat dan
Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang
dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama,;
Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua)
orang saksi yang masing-masing bernama Anang Setiono bin Somo Deman
dan Siti Nurhayati binti Daryono;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat telah memenuhi syarat
formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Bukti tersebut
membuktikan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Berau sehingga
berdasarkan bukti aquo secara relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb
berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta
Nikah telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende). Bukti P.2 tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan
Tergugat tanggal 25 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan
keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah
Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Madura RT. 03 ,
Kampung Eka sapta , Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2023 disebabkan
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Tergugat berslingkuh dengan perempuan lain yang bernama Desi Winarsih.
bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam)
bulan lalu;
Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi aquo terdapat
kesesuaian, keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka
secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan
perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg
Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan
Penggugat, Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 25 Juli 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur Selatan dan dari pernikahan
Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan
rumah tangga terakhir di Jalan Madura RT. 03, Kampung Eka sapta ,
Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis sejak tahun 2023 disebabkan Tergugat selingkuh dengan
perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6
(enam) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan,
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak
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tahun 2023;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6
(enam) bulan lalu;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat
memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan
seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai
mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang
memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat
terhadap Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai
berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dimana rumah
tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan
perempuan lain dan karena hal ini berakibat Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah sekitar lima bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C
Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1. “Perkara perceraian
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan
jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan
telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan
fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang bahwa dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat telah
berpisah sekitar enam bulan akan dan Penggugat selama kurun waktu sejak

tahun 2023 telah menderita secara batin atau psikis akibat perselingkuhan yang
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dilakukan Tergugat tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat
Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada
Penggugat. Hal ini sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang
memiliki asas, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan
gender, perlindungan terhadap korban.

Menimbang bahwa KDRT memiliki 4 bentuk yaitu kekerasan fisik,
kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Begitu pun
perselingkuhan, termasuk bentuk KDRT. Perselingkuhan merupakan tindak
kekerasan yang dapat menimbulkan guncangan psikis, keterpurukan, serta bisa
membuat depresi korban dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim
berpendapat perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
memenuhi unsur dapat dikabulkannya perceraian berdasarkan SEMA Nomor 3
Tahun 2023 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi yang baik
layaknya suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena
keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga
seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan
yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang
mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk
memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat
kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di
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atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi
mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan
batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat
menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan
seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak
akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam
membangun rumah tanggannya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak
lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
Surah ar-Rum ayat 21;
el A3 (8 8) A 8550 Siudars L) T80 g Sl s SIGB O Laile a3

ol
Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir“.

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya
perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain.
Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat
dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal
18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat
dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan lbnu Majah Juz | halaman 736, yang
berbunyi :

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat

kemudharatan”;
Kaidah fighiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62,
yang berbunyi :
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Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat
telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan
hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Xxxxxx terhadap Penggugat
XXXXXX;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3
tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx) terhadap
Penggugat (Xxxxxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar
1446 Hijriah oleh Jafar Shodiq, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Bijak Enhasiwi
Putusukma, S.H.l., dan Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu Febrian
Erlangga, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Mejelis,

Jafar Shodiq, S.H.l.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Febrian Erlangga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan . Rp.  450.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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